
SALINAT.I

KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

KETUA KOMISI PEMIL]HAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang a bahwa berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252

Tahun 2O22 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Kepala Sub bagian pada sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penggantian

anggota Satuan T\rgas Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai

Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai
Barat Nomor 9/PW.O| /64.07 /2021 Tentang Satuan

Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.

Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

b

c

1Mengingat

j di h . kpu. i d/kalti m/kutaibarat

Malinau . . .

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 9 TATIUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KUTAI BARAT NOMOR I / plv .Ot / 64.07 / 2O2t TENTANG SATUAN TUGAS UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI UNGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAEIUPATEN KUTAI BARAT
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Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2OOO tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur dan Kota Bontang (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korup.si sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

20O1 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O01 Nomor 134, Tambahan l.embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4l5O);

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 Tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan I€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6lO6);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

3

4

5

6

j di h . kpu. id/kalti m/kutaibarat

8. Peraturan . . .



Memerhatikan

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keda Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan

Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1768);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 Tentang Tlrgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,

Seliretariat Komisi Pemilihan hovinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten I Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2022 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub bagian

pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota di
lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Berita Acara Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Kutai

Barat Nomor 4OIPW.OI-BA /64.07 /2022 Tentang

Penggantian Anggota Satuaa Tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI

BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR

9lPW.Or164.07l2o2t TENTANG SATUAN TUGAS UNrT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT.

Menetapkan

j dih. kpu. id/kal tim/kutai barat
KESATU. . .
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Barat.

Perubahan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratilikasi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi
Penggantian Atas Nama :

NO NAMA
KEDUDUKAN DALAM
SATUAN TUGAS UPG

1

Yunus,S digantikan oleh

Falmawanty Patampang; Sekretaris

2

Ropinda

digantikan

Budi

Hasibuan

oleh Rus'an Anggota

Daftar nama Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratilikasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat

sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 18 Apl.il 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

N KUTAI BARAT

ukum dan SDM

ARKADIUS HANIYE

Kasub

SEKREIA
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NTY PATAMPANG

j dih. kpu.idAaltim/kutaibarat



LAMPIRANI

KEPLTTUSAN KOMISI PEMILIHAN I]MUM

KABI.JPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 9/PW.Otl64.O7 /2O2r TENTANG SATUAN

TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAFTAR NAMA ANGGOTA SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DI LINCKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN

KUTAI BARAT

Ditetapkan di Sendawar
PadaTanggal 9 Apnl 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

N KUTAI BARAT

kum dan SDM

ttd

NO NAMA JABATAN
IITDT'DUXAIT DALIIJU

SATUAIT TUGAS UPG

I Arkadius Hanye Ketua

2 Simon Sebo Raga Anggota Pengarah

J Johanes Nuel Anggota Pengarah

4 Laurensius lrjau Anggota Pengarah

5 Rintar Pasaribu Anggota Pengarah

6 Syamsuniq Sekretaris Ketua

7 Falmawanty Patampang Kasubbag Hukum dan SDM Sekretaris

8 Rasman Tinambunan Kasubbag Perencanaan
Data dan Informasi

Anggota

9 Frans Kris Tiwow Kasubbag Keuangan Umum
dan logistik

Anggota

10. Rus'an Budi
Kasubag Teknis

Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubmas

Anggota

Kasub

SEKRETA2
u)
o-

+

o

j dih. kpu. id/kald m/kutaibarat

ARKADIUS HAI{YE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

Pengarah

PATAMPANG


